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ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia 
Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan dan Perspektif HAM”. Penelitian ini 
bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana hukuman kebiri bagi pelaku 
kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari tujuan pemidanaan, dan Bagaimana 
kebijakan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam 
perspektif HAM. Penulisan hukum ini tergolong dalam jenis penelitian Normatif. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep dan pendekatan Undang-
Undang.  
Penelitian ini menemukan bahwa kebiri kimia ditinjau dari tujuan 
pemidanaan masih belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang menjadi konsideran 
diterbitkannya Perppu No 1 Tahun 2016. Bahwa Indonesia menggunakan teori 
pemidanaan yang bersifat campuran dari absolut dan relatif yang bersifat 
integratif dan kebiri kimia tidak sesuai dengan ide dasar dari teori tersebut, serta 
tidak sesuai dengan ide dasar dari sanksi tindakan yang berorientasi pada 
perlindungan masyarakat. Secara yuridis sanksi didalam UU Perlindungan Anak 
belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Selanjtunya penelitian ini 
juga menemukan bahwa kebijakan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang 
seharusnya dijadikan nilai dalam HAM. 
 
 




CRIMINAL POLICY OF CHEMICAL SANCTIONS ASSESSED FROM 
CRIMINAL OBJECTIVES AND HUMAN RIGHTS PERSPECTIVES 
 
Tri Ageng Alifi 
 
Law Study Program 
Faculty of Law 
University of Muhammadiyah Malang 




This research is entitled "The Criminal Law Policy of Chemical 
Castration in terms of Criminal Purpose and Human Rights Perspective". This 
study aims to answer the question: How is the castration punishment for 
perpetrators of sexual violence against children in terms of the purpose of 
punishment, and How is the castration penalty policy for perpetrators of sexual 
violence against children from a human rights perspective. This legal writing 
belongs to the Normative type of research. The approach used is the conceptual 
approach and approach to the Law. 
This study found that chemical castration in terms of the purpose of 
punishment is still not fully in accordance with what was taken into account in the 
issuance of Perppu No.1 of 2016. Indonesia uses the theory of punishment which 
is a mixture of absolute and relative which is integrative and chemical castration 
is not in accordance with the basic idea of the theory, and is not in accordance 
with the basic idea of action oriented towards protecting society. Juridically, the 
sanctions in the Child Protection Law have not been able to provide a deterrent 
effect on the perpetrators. Furthermore, this research also finds that the policy is 
contrary to the principles that should be values in human rights 
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